
  

BUPATI GORONTALO 

PERATURAN BUFAT! GORONTALO 

NOMOR 29 TAHUN 2914 

TENTANG 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMA" 

DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

TERPADU KECAMATAN (PATEN) 

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NVAHA ESA, 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa untuk : efek.ifitas pelaksanaan ke ,iatan 

pemerintahan, pembaagunan da lebih khusus yang 

berkenaan dengan pelayanan masyarakat pada Program 

Pelayanan Administrasi: Terpadu Kecama'an (PATEN), maka 

sebagian tugas dar kewenangan Bupati dilimpal.kan 

kepada Camat, : 

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan 

  

Menteri Dalam Neceri Nomor 4 Tahin 2016 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Keramatan, 

Pendelegasian sebarian wewenang gittetankari denga. 

Peraturan Bupati/Walikota, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menabentuk Peratura'i 

Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan 

Bupati Kepada Caraat Dalam Penyelenggaraan Program 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatari (PATEN),



    

Mengingat 

D
 

. Undarg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Jl
 

Penbentukan  Dasrah-deerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Repubik .ndonesa Tahun 1959 

Nomer 74,  Tambahari Lembaran Negara Republik 

Indoresia Nomor 1822): 

. Undang-Undang Noraor 32 Tanun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara  Reoublik 

Indonesia Tahun 2004 Ncemor 125, Tanabahan Lembaran 

Negara Repubtik Indones.a Nomor 4437) sebagaimana tclah 

diubah untuk kedu2 kaiinya dengan Undarig-Indar.g Nomor 

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambuhan Lembaran Negara Republik 

Indones'ia Nomor 4844), 

. Undang-Undang Noraor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lernbaran Negara Republik Inasnesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R'epublik ndonesia 

Nomor 5038): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararm Negara Republik 

Indonesia 'fahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4.178), 

. Peraturan Pemerintah Ncmor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Perner ntah, 

Pemerintahan Daerah Pruvinsi dar Perwrintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negzre Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarar Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Talun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Taraibahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741), 

. Peraturan Pernerintakh Nomor 19 Tahun 2068 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Len:karan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826j,



    

8. Peraturan Menteri Dalari Negeri Ni mor 13 Tanun 

2006 tentang Pedoman Pengeclaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kai'nya 

dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 

Tahun 2011: 

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor: 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas d. Lingkungan Pemerintah 

Daerah, 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun 10 

tentang Pedoman Felayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (FATEN!: 

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati GSurontalo Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tugas dan Wewenang Bupati dar Wakil 

Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah  dalani 

Melaksanakan Tugas Texnis Sehari-hari (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Noror 3, 

Seri E), sebagaimana telah diubali untuk ketiga 

kalinya dengan Peraturan Bupati Gorortalo Nomor 26 

Tahun 20'2 (Berita Daerah Kabu patin Goroncalo 

Tahun 2012 Nomor 261: 
2. Peraturan Bupati Gcrontalo Norror 2 Tahun 2009 

tentang Perimpanan Sebagian Kewenangan Bupati 

Kepada Camat (Perita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2009 Nomor 2): 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDFLTGASIAN 

SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KPADA CAMAT DALAM 
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 
TERPADU KECAMATAN (PATEN)



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksuc dengan : 

1. 
r 

aa 

  

10. 

Daerah adalah daeraii Kabupater: Goront.alo. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daereh 

sebagai unsur penyeiengyara pemerintahan daerah. 

Bupati adalah Bupati Goroi'talo. 

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Gorontalo. ) 

Kantor adalan Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor 

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kahupaten Gorontalo 

Kecamatar adalah wilayah kerja Carnat sebagai perangkat 

daerah Kabupaten. 

Camat adalah peraimpin dam koordinator 

penyelenggaraan pemer.ntahan di wilayah kerja 

kecamatan yang dalam pelaksar aan tugasnya 

miemperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otoncmi 

daerah dan menye'enggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan 

Bupati kepada (Camat untuk memberikan perizinan, 

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, 

penyelenggaraan, pengendaliar./pengawas:in, pengum- lan 

data dan informasi dalam rangka penyeknggarsan 

pemerintahan. : 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya 

disingkat PATEN adalah penvclengg aan pelayanan publik 

di kecamatan dari talap permohmnan s.unpai ke tahap 

terbitnya dokumen dalara satu tempe t. 

Penyelenggaraan aualah mengurus atau mengusahakan 

(mengerjakan)  sesualu sesuai perintah. dan atau 

kewenangan lainnya.



11, 

12. 

13. 

| 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan olelh pemerintah 

daerah berdasarkan peraturan daerah atau perataran 

lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah 

atau diperbolerkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

Perizinan ada'ah pemberian legalitas kepad:a seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk iin 

maupun tanda daftar usaha. 

Dokumen Kependuduxsan adalak dokumen 1esmi yang 

diterbitkan oleh Instarsi Pelaksana yiing menpunya' 

kekuatan hukur. sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan 

dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

BAB Il 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Kewenangan Bupati yang di delegas.kan ke Camat dalam 

rangka venyelenggaraan PATEN meliputi: 

a. 

b. 

3) 

(2) 

pelavanan bidang perizinan, dan 

pelayanan bidang non perizinan. 

Pasal 3 

Pelayanan bidarg Periziiuan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 2 huruf a adalah pelayanan periziman pada Kantor 

Pelayanan Terpadu y?ng meliputi : 

a. Penerbitan Surat Izin Ganguan (SIGU), 

b. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

c. Penerbitan Sura Izin Usaha Perdagangan (siup) skala 

kecil, : 

d. Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Pelayanan Bidang Non. Perizinan sebagaimana dima!:sud 

pada pasal 2 . huuf b  acalah pelayanan yang 

dilaksanakan oleh : 

a. Dinas Kependudukan dan Cacataa Sipil yang meliputi: 

1. Proses Penerbitan Kartu Tanda Pendiiduk WNI/WNA,



Proses Penerbitan Kartu Keluarga WNI / WNA, 

Froses Penerbitan Akta Kelahiran Kutip»an (ke - II), 

. Yroses Penerbitan Akta Lahir Mati: 

nu 
» 
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N 

. Proses Penerbitan Akta Kematian, 

Proses Penersitan Akta Perkewinan Nori Muslin, 

AN 
DN 

. Proses Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim, 

8. Proses Surat Keterangan Pindah/Datan:ig WNI, 

b. Kantor Pelayanan '— Pengaduan Masyarakat yang 

menerma dan . melaporkan hasil pengaduan 

masyarakat. 

Pasal 4 

Penerbitan Surat 'zin sebagaimana dimaksud pada Pasal 

3 aya (1) huruf a, huruf bh, huruf c, tehadap kegiatan 

usaha yang perdapatannya kurang dari 20 juta/tahun 

terdiri dari: 

a. pembuatan warung/kios Toko buku dan alat tulis, 

b. studi» fotu, 

C. pedagang 'elur, 

Cc. pengecer ararg tempurung, 

. sablon: 

SS . salon kecantikan/potong rambut, 

g. pedagang emas: 

h.toko jam tangan dan asessoris, 

i. toko kacamata :dan alat-alat ontik, 

J. toko barang klontong, 

k. toko textil: 

l. toko makanan dar minuman, 

m.tempat servis barang e'ektronik, 

n.rurah makar/kantin. 

Pasal .5 

Penerbita1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana 

dimaksud pada Pasal S ayat (1) huruf d terhadap 

bangunan yang luasaya kurang dari 100 M2.



BAB Ti 

TEKN'S PELAKSANAAN 

Pasal 6 

(1) Teknis pelayanan bidang perizinan dan non perizinan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-ur.dangan. 

(2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupatr sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan 

diatur secara teknis dengan Keputusar Bupati. 

BAB Iv 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal & 

Peraturan ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

nggal 1S Ceptewber 301Y 
GORONTALO,     

   

  

BOBJIHOE AKIB 

Diundangkan di Limboto : 

pada tanggal 1£ & pteuuben Osly 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

—— 
4 

ISJAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR


